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Abstract
his study aims to determine the calculation and remittance of import duties, value added tax
and income tax 22 through employers import customs handling services at PT Tabitha
Express; is in conformity with the laws in force in Indonesia, the analytical methods used in
this research is quantitative descriptive method with case study approach. Based on the
results of research conducted at PT Tabitha Express, calculation and remittance of import
duties, value added tax and income tax of 22 imported by PT Tabitha Express is in conformity
with the laws in force in Indonesia, namely the determination of tariffs based on the type of
goods using the Customs Tariff Book Indonesia (BTBMI) Act No. 17 of 2006 on Customs,
Law Number 42 Year 2009 on Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on
Luxury Goods, Law Number 36 Year 2008 on Taxes income wherein the calculation
procedure of Article 22 of income Tax on imported goods based on the use import
Identification Number (API) 2.5% and those not wearing import Identification Number (Non
API) of 7.5%. While depositing customs duties, VAT and Income Tax 22 are in accordance
with the Minister of Finance Decree No. 84 / KMK.04 / 2002 on Procedures for payment and
remittance of state revenues in the framework of imports.
Keywords: Calculation and Payment of Duty, Value Added Tax and Income Tax 22 Import.
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG MASALAH
Hal penting sekaligus merupakan ciri
suatu era globalisasiadalah pertumbuhan
perdagangan internasional, Indonesia sendiri
telah menjalankan dan melaksanakan rezim
perdagangan tersebut. Dalam hal ini, pe-
merintah dan instansi bisnis terkait bersinergi
berdasarkan kebijakan dan peraturan yang
sejalan, pemerintah diharapkan dapat mem-
berikan motivasi bagi pelaku bisnis di
Indonesia,khususnya Eksportir dan Importir
agar dapat meningkatkan produktivitas demi
kelancaran arus lalu lintas di Indonesia,
sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan
pamasukan devisa.
Pajak merupakan kontribusi wajib ke-
pada negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa ber-
dasarkan Undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pem-
bayaran pajak merupakan perwujudan dari
kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib
Pajak untuk bersama-sama secara langsung
melaksanakan kewajiban perpajakan guna
pembiayaan negara dan pembangunan na-
sional. Tanggung jawab atas kewajiban
pembayaran pajak, sebagai pencerminan
kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan
berada pada anggota masyarakat sendiri
untuk memenuhi kewajiban tersebut.
Proses impor umumnya adalah tindakan
memasukan barang atau komoditas dari
negara lain ke dalam negeri. Pajak yang
dipungut oleh Pemerintah Indonesia dalam
rangka kegiatan impor antara lain Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) Impor, Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor dan Pajak
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Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) bila
barang yang diimpor tergolong barang
mewah.
Pemungutan bea masuk adalah untuk
melindungi industri dalam negeri dari
limpahan produk luar negeri yang diimpor,
dalam bahasa perdagangan sering disebut
tarif barier yaitu besaran dalam persen yang
ditentukan oleh negara untuk dipungut oleh
Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC)
pada setiap produk atau barang impor. Se-
dangkan untuk ekspor pada umumnya
pemerintah tidak memungut bea demi
mendukung industri dalam negeri dan khusus
untuk ekspor pemerintah akan memberikan
insentif berupa pengembalian restitusi pajak
terhadap barang yang diekspor.
PPh Pasal 22 Impor adalah pajak peng-
hasilan yang dikenakan pada saat dilak-
sanakannya impor barang dari luar Daerah
Pabean ke dalam wilayah Pabean. Tarif PPh
Pasal 22 Impor adalah 2.5% dan 7.5% dari
nilai impor. Bea masuk, PPN dan PPh 22
dalam rangka impor merupakan proses trans-
portasi barang atau komoditas dari sua-
tu negara ke negara lain secara legal. Impor
barang secara besar umumnya membutuhkan
campur tangan dari Bea Cukai, dan Pengu-
saha Pengurusan Jasa Kepabeanan di negara
pengirim maupun penerima.Importir dalam
mengimpor barang atau komoditas berkewa-
jiban membayar bea masuk, PPN, dan PPh
Pasal 22 impor, serta kewajiban lainnya
adalah dengan menggunakan jasa Pengusaha
Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yang
terdaftar di Departemen Keuangan. PPJK
yang dipilih adalah PPJK yang telah me-
miliki ijin atau pengesahan dari Kantor Bea
dan Cukai setempat.
PT Tabitha Express adalah salah satu
Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan
yang bertaraf internasional dan merupakan
perusahaan yang bertindak menyediakan jasa
pengurusan tentang formalitas kepabeanan
dalam hal-hal yang terkait di dalamnya. PT
Tabitha Express mengurus pajak bea masuk
sehingga padanya dikenakan jaminan bahwa
PT Tabitha Express telah bertanggung jawab
untuk melunasi pajak bea masuk berdasarkan
kuasa dari perusahaan atau perorangan selaku
perwakilan dari Importir.
1.2. PERUMUSAN MASALAH
Dari pembatasan masalah tersebut, maka
peneliti merumuskan masalah yangakan
dibahas dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana perhitungan bea masuk, pajak
pertambahan nilai, dan pajak penghasilan
22 impor yang dilakukan olehPTTabitha
Express selaku PPJK ?
2. Bagaimana penyetoran bea masuk, pajak
pertambahan nilai, dan pajak penghasilan
22 impor yang dilakukan olehPTTabitha
Express selaku PPJK ?
1.3. TUJUAN PENELITIAN
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui apakah perhitunganbea
masuk, pajak pertambahan nilai, dan
pajak penghasilan 22 impor yang di-
lakukan olehPTTabitha Express sudah
sesuai dengan Undang-undang yang
berlaku di Indonesia;
2. Untuk mengetahui apakah penyetoran bea
masuk, pajak pertambahan nilai, dan
pajak penghasilan 22 impor yang di-
lakukan olehPTTabitha Express sudah
sesuai dengan Undang-undang yang
berlaku di Indonesia.
METODOLOGI PENELITIAN
2.1. METODE PENELITIAN
Penelitian inimenggunakan metode des-
kriptif kuantitatif dengan metode pendekatan
studi kasus yaitu penelitian terfokus pada
suatu kasus tertentu untuk diamati dan di-
analisa secara cermat. Peneliti menganalisa
dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang)
dan objek penelitian. Dengan penelitian ini
diharapkan dapat menggambarkan Per-
hitungan dan Penyetoran Bea Masuk, PPN,
PPh 22 dalam rangka impor
2.2. TEKNIK ANALISA DATA
Metode analisis data adalah metode
deskriptif kuantitatif, teknik analisis data sbb;
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1. Mengumpulkan dan menyusun kepustaka-
an serta Undang-undang Impor dan Bea
Masuk, PPN, PPh 22 dalam rangka
Impor;
2. Melakukan observasi atas dokumen-doku-
men impor termasuk dokumen penyetoran
Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, dan
Pajak Penghasilan 22 Impor.
3. Melakukan analisis atas pengenaan dan
pemungutan Pajak Impor;
4. Menyimpulkan hasil analisa antara ke-
pustakaan dengan hasil analisis pada
PTTabitha Express;
5. Menyarankan usulan perbaikan jika
diperlukan pada PT Tabitha Express.
2.3. Deskripsi data
PTTabitha Expressberdiri pada tahun
1989, memiliki gedung sendiri di Taman
Niaga Soewarna, Bandara Internasional
Soekarno-Hatta yang berfungsi sebagai ka-
ntor pusat dengan mencakup fasilitas seperti
gudang berikat dan non-gudang berikat. PT
Tabitha Expresstelah membuka cabang di
beberapa kota besar seperti Tanjung Priok,
Surabaya, Bali, Semarang,Medan dan
Makassar, tidak hanya itu PTTabitha Express
pun membuka kantor di Singapura dikenal
sebagai Tabitha Singapore.
Main Business PT Tabitha Express
1. Air Freight Service
2. Sea Freight Service
3. Jasa Perusahaan Pengurusan Jasa
Kepabeanan (Custom broker)
4.
2.4. Tinjauan Pusataka
Pengertian Pajak
Dan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-
undang KUP Nomor 28 Perubahan Ketiga
Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (selanjutnya disebut dengan Un-
dang-undang KUP 2007), pajak didefinisikan
sebagai berikut:Pajak adalah kontribusi wajib
kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabanan
(PPJK)
Undang-undang Kepabeanan dalam
Pasal 29, kuasa ini disebutkan pengusaha
pengurusan jasa kepabeanan atau PPJK,
secara internasional disebut sebagai custom
broker adalah orang pribadi, suatu kerjasama
atau korporasi yang memiliki lisensi sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan kepa-
benan untuk membantu Eksportir maupun
Importir dalam pemenuhan kewajiban kepa-
beanan dan atas kuasa yang diberikan akan
mendapat imbalan jasa.
Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan
Jasa Kepabeanan (NPPPJK), untuk men-
dapatkan NPPPJK, PPJK wajib melakukan
registrasi melalui media elektronik kepada
Direktur Jendral atau Pejabat yang di-
tunjuknya. PPJK diwajibkan melakukan
registrasi Kepabeanan yaitu kegiatan pen-
daftaran untuk mendapat Nomor Identitas
Kepabeanan (NIK), nomor ini digunakan
untuk dapat mengakses ke sistem Pertukaran
Data Elektronik yang ada di Kantor
pelayanan dan sepenuhnya menjadi tanggung
jawab Pengguna Jasa tersebut. Persyaratan
untuk mendapatkan NIK antara lain:
1. Alamat yang jelas (Existence);
2. Kebenaran identitas pengurus dan
penanggung jawab (responsibility);
3. Mempunyai pegawai berkualifikasi Ahli
Kepabeanan
4. Kepastian penyelenggaraan pembukuan
(auditable).
Kementrian yang mengatur hal-hal ini
adalah Peraturan Kementrian Keuangan
Nomor 65/PMK.04/2007 dan 63/PMK.04/
2011, tentang PPJK dan Kewajiban Regis-
trasi. Sebelum melakukan kegiatannya wajib
menyerahkan jaminan kepada Kantor Pabean
yang mengawasi. Besar jaminan yang harus
diserahkan ditetapkan dengan memperhati-
kan jumlah kegiatan dan tingkat risiko PPJK.
Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa uang tunai, jaminan
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bank, jaminan dari perusahaan asuransi
(Custom bond). PPJK bertanggung jawab
terhadap pungutan negara dalam rangka
impor atau ekspor dalam hal Importir atau
Eksportir tidak ditemukan.
Bea Masuk
Menurut Jafar (2015:17), “Bea Masuk
adalah pungutan negara yang dikenakan
atas barang yang diimpor untuk dipakai.
Secara umum setiap barang yang dimasuk-
kan kedaerah pabean terutang bea masuk.
Namun demikian kewajiban membayar bea
masuk tidaklah pada saat barang masuk
kedaerah pabean, namun pada saat barang
tersebut diimpor untuk dipakai.’’
Bea Masuk (DPBM) yang ditetapkan
oleh peraturan Menteri Keuangan yang
tujuannya adalah untuk kepastian penghitu-
ngan dan memperlancar pengajuan pemberi-
tahuan pabean oleh Importir, terkait dengan
pembayaran bea masuk dan pajak dalam
rangka impor atau PDRI dipungut, saat ini
ditandai dengan waktu barang melintasi batas
daerah pabean.
Dasar Hukum Bea Masuk
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan sebagaimana telah
dirubah dengan Undang-undang 17 Tahun
2006. Sedangkan untuk pajak dalam rangka
impor(PPh Pasal 22 impor, PPN impor dan
PPnBM) diberlakukan Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Peng-
hasilan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 ten-
tang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.
Selain itu juga terdapat dalam Salinan Pera-
turan Menteri Keuangan Nomor 114/
PMK.04/2007 tentang nilai tukar mata uang
yang digunakan untuk penghitungan dan
pembayaran bea masuk.
Tarif Bea Masuk
Secara umum bea masuk ditetapkan atas
2 (dua) jenis tarif dan diberlakukan dibanyak
negara, yaitu:
1. ad valorum atau bea harga, yaitu besarnya
pajak yang akan dipungut ditentukan
berdasarkan persentase tertentu dari nilai
produk atau harga. Tarif advalorum
hingga saat ini dipakai untuk perhitungan
bea masuk atas barang-barang yang
dimasukan kedalam daerah pabean,
melalui Buku Tarif Bea Masuk Indonesia
(BTBMI). Sementara, saat ini tarif yang
tertinggi disepakati maksimal 40 (empat
puluh) persen, dan hal ini telah disetujui
dalam Goverment Agreement on Trade
and Tariff selanjutnya oleh World Trade
Organization.
2. Spesifik, besarnya pajak ditetapkan untuk
tiap unit produk atau harga satuan atas
suatu barang tertentu, misalnya kemeja
(dihitung persatuan kemeja dengan tarif
nominal rupiah yang sudah pasti). Tarif
spesifik dapat juga digunakan untuk
melindungi industri dalam negeri yang
bersifat regresif.
Pejabat bea dan cukai dapat menentukan
tarif atas barang impor yang diberitahukan
dalam pemberitahuan pabean impor,
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal pendaftaran pemberitahuan pa-
bean impor. Apabila dalam jangka waktu
yang ditentukan tidak ada atau dibuat
penetapan, tarif yang diberitahukan di-
terima. Jika dalam penetapan tarif baru
yang dapat mengakibatkan kekurangan
pembayaran bea masuk, Importir wajib
melunasi kekurangan pembayaran bea
masuk dan pajak dalam rangka impor,
tanpa dikenakan sanksi administrasi be-
rupa denda. Pasal 13 perubahan Undang-
undang kepabeanan Nomor 17 Tahun
2006 merupakan perubahan pasal 13
Undang-undang Nomor 10 tahun 1995
mengatur ketentuan tentang barang impor
yang dapat dikenakan tarif bea masuk
yang besarnya berbeda.
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Tarif bea masuk didasarkan atas The
World Custom Organozation’s Harmo-
nized Commodity Description and Coding
System (HS code). Klasifikasi barang
merupakan suatu sistem yang dituangkan
dalam bentuk suatu daftar penggolongan
barang yang dibuat secara sistematis
dengan tujuan untuk mempermudah
penafsiran, transaksi perdagangan, pe-
ngangkutan dan statistik. Pada bulan juni
2004, the WCO mengadopsi amandemen
terhadap HS yang secara efektif berlaku
mulai 1 Januari 2007.
Tarif yang berbeda (preferensi), dalam
pasal 13 huruf a dan b undang-undang
kepabeanan mengatur tarif bea masuk
dapat dikenakan berdasarkan tarif yang
besarnya berbeda, seperti:
a. Barang impor yang dikenakan tarif bea
masuk yang berbeda berdasarkan
perjanjian atau kesepakatan inter-
nasional yang dilakukan oleh peme-
rintah Republik Indonesia dengan
pemerintah negara lain atau beberapa
negara lain. Misalnya bea masuk
berdasarkan Common Effectif Pre-
ferential Tariff for Asean Free Trade
Area(CEPT for AFTA), perdagangan
yang dilakukan khusus untuk negara-
negara ASEAN menggunakan model
D, yaitu dokumen atau surat asal
barang (SKA) yang diterbitkan oleh
kamar dagang pengekspor.ASEAN-
China Free Free Trade Area (AC-
FTA) untuk barang yang diimpor dari
Chinamenggunakan Model E. ASEAN-
Korea Free Free Trade Area (AK-
FTA), untuk barang-barang tertentu
diimpor dari Korea dengan mengguna-
kan Model AK. Apabila dokumen-
dokumen tersebut tidak disertakan
dalam bersamaan dengan pengajuan
PIB (Pemberitahuan Impor Barang),
petugas pabean di pelabuhan bongkar
akan menerapkan tarif umum.
b. Antara Indonesia dan Jepang diadakan
perjanjian tersendiri yang disebut
sebagai Indonesian Japan Economic
Partnership Agreement atau IJEPA.
c. Barang bawaan penumpang awak
sarana pengangkut, pelintas batas dan
barang kiriman melalui pos atau jasa
titipan dapat dikenakan tarif yang
berbeda, misalnya dengan pengenaan
tarif rata-rata, yang berbentuk tarif
spesifik dan didasarkan atas satuan,
berat, unit barang yang diimpor atau
advalorum dikenakan tarif rata-rata
atas beberapa jenis barang.
Untuk kepentingan penetapan tarif,
pejabat bea dan cukai dapat melakukan
pemeriksaan fisik atas barang impor setelah
pemberitahuan pabean impor disampaikan.
Dalam hal ini hasil pemeriksaan fisik
terdapat perbedaan jenis dan/atau jumlah
barang dengan pemberitahuan pabean impor,
pejabat bea dan cukai melakukan penetapan
tarif sesuai dengan pemeriksaan fisik.
Apabila pemeriksaan tarif dan/atau nilai
pabean sebagai akibat perbedaan jenis
dan/atau jumlah barang yang mengakibatkan
kekurangan pembayaran bea masuk, Importir
wajib melunasi kekurangan pembayaran bea
masuk, dan pajak dalam rangka impor, serta
dikenakan sanksi administrasi berupa denda
paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea
masuk yang kurang bayar dan paling banyak
1000% (seribu persen) dari bea masuk yang
kurangbayar. Penetapan tarif dituangkan
dalam Surat Penetapan Tarif dan Nilai
Pabean (SPTNP) berfungsi sebagai pene-
tapan pejabat bea dan cukai, pemberitahuan,
dan penagihan kepada Importir.
Dalam hal ini nilai tukar dari mata uang
asing tidak tercantum dalam Keputusan
Menteri, maka nilai tukar yang digunakan
sebagai NDPBM adalah nilai tukar spot
harian valuta asing yang bersangkutan di
pasar internasional terhadap Dollar Amerika
Serikat yang berlaku pada penutupan hari
kerja sebelumnya.Importir bertanggung
jawab atas Bea Masuk barang yang diimpor
melalui sistem menghitung dan membayar
sendiri Bea Masuk yang terutang. Bea Masuk
dilunasi selambat-lambatnya pada saat
barang akan dikeluarkan dari kawasan
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pabean (kecuali impor yang biayanya
ditangguhkan atau dibebaskan).
Pajak Atas Impor
Indonesia mengenakan pajak atas
kegiatan impor, yaitu Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) Impor, Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 22 Impor, dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM) bila barang yang di
impor tergolong barang mewah. Di dalam
kegiatan mengimpor barang terdapat tujuan
mengonsumsi barang di dalam daerah
pabean, artinya barang tersebut akan dijual
untuk dikonsumsi di negara sendiri, sehingga
dikenakan PPN. Sedangkan dalam setiap
pelaksanaan kegiatan impor, siapapun yang
melakukannya akan dikenai Pajak Peng-
hasilan Pasal 22 impor.
Sebelum menentukan PPN dan PPh
Pasal 22 dalam rangka impor, terlebih dahulu
harus diketahui DPP (Dasar Pengenaan
Pajak) untuk ditentukan Bea Masuk dari
barang-barang yang diimpor. Dalam kegiatan
impor yang menjadi DPP adalah Nilai Impor.
Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22
termasuk ke dalam salah satu jenis pungutan
impor. Dalam setiap kegiatan impor, siapa
saja yang melakukannya akan terutang PPh
Pasal 22 impor dan dilunasi bersamaan
dengan saat pembayaran bea masuk.
Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22
Impor
Pajak penghasilan sebagaimana telah
diubah beberapa kali dan terakhir dengan
Undang-undang Nomor 36 tahun 2008.
Dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang
Pajak Penghasilan, penghasilan adalah setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh wajib pajak, baik
yang berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia, yang dapat dipakai untuk
konsumsi atau untuk menambah kekayaan
wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama
dan dalam bentuk apapun.
Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22
Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22
adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai, atas impor barang;
1. Direktorat Jenderal Pembendaharaan,
Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat
Pusat maupun Pemerintah Daerah, yang
melakukan pembayaran atas pembelian
barang;
2. Badan Usaha Milik Negara dan Badan
Usaha Milik Daerah, yang melakukan
pembelian barang dengan dana yang
bersumber dari belanja Negara (APBN)
dan atau belanja daerah (APBD).
3. Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan
Pengelola Aset (PPA), Badan Urusan
Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi
Indonesia (Telkom), PT Perusahaan
Listrik Negara (PLN), PT Garuda
Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel,
PT Pertamina, dan bank-bank BUMN
yang melakukan pembelian barang yang
dananya bersumber baik dari APBN
maupun non-APBN;
4. Badan usaha yang bergerak di bidang
industri semen, industri rokok, industri
kertas, industri baja, dan industri oto-
motif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor
Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil
produksinya di dalam negeri;
5. Pertamina atau Importir bahan bakar
minyak, gas, dan pelumas atas penjualan
Importir bahan bakar minyak, gas, dan
pelumas.
6. Perindustrian dan Eksportir yang bergerak
dalam sektor perhutanan, perkebunan,
pertanian, dan perikanan yang ditunjuk
oleh Direktur Jendral Pajak atas pembe-
lian bahan-bahan untuk keperluan industri
atau ekspor mereka dari pedagang
pengumpul.
Obyek Pemungutan Pajak Penghasilan
Pasal 22
1. Objek pemungutan PPh Pasal 22 adalah:
a. Impor barang;
b. Pembayaran atas pembelian barang
yang dilakukan oleh Direktorat Jen-
deral Anggaran, Bendaharawan Peme-
93
rintah baik di tingkat Pusat maupun
Pemerintah Daerah;
c. Pembayaran atas pembelian barang
yang dilakukan Badan Usaha Milik
Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
yang dananya dari belanja negara dan
atau belanja dearah;
d. Penjualan hasil produksi di dalam
negeri yang dilakukan oleh badan
usaha yang bergerak di bidang industri
semen, industri rokok, industri kertas,
industri baja, dan industri otomotif;
e. Penjualan hasil produksi yang
dilakukan Pertamina dan badan usaha
selain Pertamina yang bergerak di
bidang bahan bakar minyak jenis
premix dan gas;
f. Pembelian bahan-bahan untuk keper-
luan industri atau ekspor industri dan
Eksportir dan bergerak dalam sektor
perhutanan, perkebunan, pertanian,
dan perikanan dari pedagang pengum-
pul;
g. Penjualan barang yang tergolong
sangat mewah. Yang dimaksud barang
yang tergolong sangat mewah adalah:
1) Pesawat udara pribadi dengan harga
jual lebih dari Rp 20.000.000.
000,00 (dua puluh miliar rupiah);
2) Kapal pesiar dan sejenisnya dengan
harga jual lebih dari Rp10.000.000.
000,00 (sepuluh miliar rupiah);
3) Rumah beserta tanahnya dengan
harga jual atau harga pengalihannya
lebih dari Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) dan luas
bangunan lebih dari 500m2 (lima
ratus meter persegi);
4) Apartemen, kondominium, dan
sejenisnya dengan harga jual atau
pengalihannya lebih dari Rp
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah) dan/atau luas bangunan
lebih dari 400m2 Rp 10.000.000.
000,00 (empat ratus meter persegi);
5) Kendaraan bermotor roda empat
pengangkutan orang kurang dari 10
orang berupa sedan, jeep, sport
utility vehicle (SUV), multipurpose
vehicle (MPV), minibus dan
sejenisnya dengan harga jual lebih
dari Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah) dan dengan kapasitas
silinder lebih dari 3.000 cc.
2. Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal
22 adalah:
Impor barang dan atau penyerahan barang
yang berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak terutang Pajak
Penghasilan. Pengecualian ini harus di-
nyatakan dengan Surat Keterangan Bebas
(SKB) Pajak Penghasilan Pasal 22 yang
diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
a. Impor barang yang dibebaskan dari
bea masuk.
Barang perwakilan negara asing
beserta para pejabatnya yang bertugas
di Indonesia berdasarkan asas timbal
balik.
1) Barang untuk keperluan badan
internasional yang diakui dan
terdaftar pada Pemerintah
Indonesia beserta pejabatnya yang
bertugas di Indonesia dan tidak
memegang paspor Indonesia;
2) Barang kiriman hadiah untuk
keperluan ibadah umum, amal,
sosial, atau kebudayaan;
3) Barang untuk keperluan museum,
kebun binatang, dan tempat lain
semacam itu yang terbuka untuk
umum;
4) Barang untuk keperluan penelitian
dan pengembangan ilmu penge-
tahuan;
5) Barang untuk keperluan khusus
tuna netra dan penyandang cacat
lainnya;
6) Peti atau kemasan lain yang berisi
jenazah atau abu jenazah;
7) Barang pindahan;
8) Barang pribadi penumpang, awak
sarana pengangkut, pelintas batas,
dan ditujukan untuk kepentingan
umum;
9) Persenjataan, amunisi, dan per-
lengkapan militer, termasuk suku
cadang yang diperuntukkan bagi
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keperluan pertahanan dan ke-
amanan negara;
10) Barang dan bahan yang diguna-
kan untuk menghasilkan barang
bagi keperluan pertahanan dan
keamanan negara;
11) Vaksin polio dalam rangka pelak-
sanaan program Pekan Imunisasi
Nasional (PIN);
12) Buku-buku pelajaran umum, kitab
suci, dan buku-buku pelajaran
agama;
13) Kapal laut, kapal angkutan
sungai, kapal angkutan danau, dan
kapal angkutan penyebrangan,
kapal pandu, kapal tunda, kapal
penangkap ikan, kapal tongkang,
dan suku cadang serta alat kese-
lamatan pelayaran atau alat
keselamatan manusia yang di-
impor dan digunakan oleh
Perusahaan Pelayaran Niaga Na-
sional atau perusahaan penangka-
pan ikan nasional;
14) Pesawat udara dan suku cadang
serta alat keselamatan penerba-
ngan atau alat keselamatan manu-
sia, peralatan untuk perbaikan
atau pemeliharaan yang diimpor
dan digunakan oleh Perusahaan
Angkutan Udara Niaga Nasional;
15) Kereta api dan suku cadang serta
peralatan untuk peralatan untuk
perbaikan atau pemeliharaan serta
prasarana yang diimpor dan
digunakan oleh PT Kereta Api
Indonesia;
16) Peralatan yang digunakan untuk
penyediaan data batas dan foto
udara wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang dilaku-
kan oleh Tentara Nasional
Indonesia.
b. Dalam hal impor sementara, jika pada
waktu impornya nyata-nyata dimak-
sudkan untuk diekspor kembali.
c. Pembayaran yang jumlahnya paling
banyak Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah) dan tidak merupakan pem-
bayaran yang terpecah-pecah.
d. Pembayaran untuk pembelian bahan
bakar minyak, listrik, gas, air minum /
PDAM, dan benda-benda pos.
e. Atas impor emas batangan yang akan
diproses untuk menghasilkan barang
perhiasan dari emas untuk tujuan
ekspor. Pengecualian ini harus dinyata-
kan dengan Surat Keterangan Bebas
(SKB) PPh 22 yang diterbitkan oleh
Direktur Jenderal Pajak.
f. Pembayaran/pencairan dana Jaring
Pengaman Nasional (JPS) oleh Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara.
g. Impor kembali, meliputi barang-ba-
rang yang telah diekspor kemudian
diimpor kembali dalam kualitas yang
sama atau barang-barang yang telah
diekspor untuk keperluan perbaikan,
pengerjaan dan pengujian, yang telah
memenuhi syarat yang ditentukan oleh
Direktorat Jenderal Bea Cukai.
h. Pembayaran untuk pembelian gabah
dan/atau beras oleh BULOG.
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22
1. Menggunakan Angka Pengenal Impor
(API), tarif pemungutannya sebesar 2,5%
dari nilai impor.
2. Tidak menggunakan Angka Pengenal
Impor (API), tarif pemungutannya sebesar
7,5% dari nilai impor.
3. Tidak dikuasai (apabila telah 30 hari
barang tidak diproses lebih lanjut atau
tidak diambil dari gudang di pelabuhan
tempat datangnya barang), tarif pemu-
ngutannya sebesar 7,5% dari harga jual
lelang.
4. Barang tertentu lainnya sebagaimana ter-
cantum dalam Peraturan Menteri Ke-
PPh Pasal 22 = 7,5% x
PPh Pasal 22 = 2,5% x Nilai
PPh Pasal 22 = 7,5% x Harga Jual
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uangan Nomor 107/PMK.010/2015, lam-
piran I pemungutannya sebesar 10 % dan
lampiran II pemungutannya 7.5% dari
nilai impor.
Saat dan Tempat Terutang Pajak Impor
Pajak dalam rangka impor terutang pada
saat, penyerahan BKP atau JKP, Impor BKP,
pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar
Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean,
pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean, ekspor BKP, pemba-
yaran, dalam hal pembayaran diterima
sebelum penyerahan BKP atau sebelum
pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP
dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean, dan saat lain yang ditetapkan oleh
Dirjen Pajak.
Tata Cara Penyetoran PPN dan PPh Pasal
22 Impor
Dalam hal terjadi impor BKP, dimana
pihak yang melakukan impor akan mem-
bayar PPN dan PPh Pasal 22 Impor ber-
samaan dengan pembayaran biaya kepa-
beanan lainnya secara langsung ke kas negar
pada saat barang yang diimpor masuk ke
dalam Daerah Pabean melalui Bank Devisa
di pelabuhan atau bandara tempat diturun-
kannya barang dari kapal laut atau kapal
udara dengan bukti pembayaran pajak berupa
SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai, dan
Pajak) sebagai bagian dari persyaratan untuk
menebus Barang Kena Pajak yang diimpor-
nya namun dalam Peraturan Direktur Jen-
deral Pajak Nomor Per - 26/PJ/2014 pem-
bayaran pajak saat ini dilakukan mengguna-
kan Billing System adalah metode pem-
bayaran elektronik dengan menggunakan
Kode Billing. Transaksi pembayaran/
penyetoran pajak sebagaimana dimaksud
dilakukan melalui Bank/Pos Persepsi dengan
menggunakan Kode Billing.Wajib Pajak
menerima BPN sebagai bukti setoran, BPN
diterbitkan dalam bentuk:
1. Dokumen bukti pembayaran yang
diterbitkan Bank/Pos Persepsi, untuk
pembayaran/penyetoran melalui Teller
dengan Kode Billing;
2. Struk bukti transaksi, untuk pembayaran
melalui ATM dan EDC;
3. Dokumen elektronik, untuk pembayaran/
penyetoran melalui internet banking;
PPN, dan PPh Pasal 22 atas impor harus
dilunasi bersamaan dengan saat pem-
bayaran bea masuk, dan apabila pembaya-
ran bea masuk ditunda/dibebaskan harus
dilunasi pada saat penyelesaian dokumen
Impor.
HASIL PENELITIAN
3.1. KASUS CUSTOMER PT TABITHA
EXPRESS
1. Analisis Pelaksanaan Pemenuhan Kewaji-
ban Administrasi PIB dan Perhitungan
Bea Masuk, PPN dan PPh 22 dalam
rangka impor
a. PT Inodia
Pada tanggal 06 Januari 2016 saat
pelaksanaan importasi dengan jenis
barang reagen, kendala yang dihadapi
PT Tabitha Express adalah penetapan
kode HS atas jenis barang reagen
tersebut, dimana PT Inodia selaku
Importir salah menetapkan kode HS
barang, seperti yang dijelaskan se-
belumnya Tarif bea masuk didasarkan
Harmonized Commodity Description
and Coding System(HS code) yaitu
suatu sistem pengklasifikasian barang
yang dituangkan dalam bentuk daftar
penggolongan barang dan penetapan
tarif bea masuk didasarkan pada jenis
barang dengan menggunakan Buku
Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI).
Kesalahan Pos tarif HS karena beda
persepsi antara Importir dan petugas
bea dan cukai sehingga sering terjadi
perbedaan kode HS. Jika bea masuk
yang terkoreksi sama besarnya dengan
yang diajukan pertama, yang dilakukan
hanya perubahan kode HS pada lembar
PIB. Tetapi jika berbeda, maka setelah
pembetulan PIB akan dikeluarkan
SPTNP akibat kurang atau lebih
pembayaran bea masuk. Dalam kasus
PT Inodia, PT Tabitha Express telah
mengajukan data PIB ke sistemPDE
(Pertukaran data elektronik) sesuai
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dengan HS code yang ditetapkan oleh
PT Inodia. Setelah melakukan penga-
juan PIB, respon yang ditunjukan
adalah jalur merah sehingga pihak
Importir/PPJK harus mempersiapkan
kelengkapan dokumen dan petugas bea
dan cukai akan melakukan pemeriksa-
an dokumen serta fisik barang, setelah
dilakukan pemeriksaan petugas bea
dan cukai menemukan perbedaan anta-
ra dokumen dan fisik barang milik PT
Inodia, Importir/PPJK pun mendapat-
kan notul (nota pembetulan) atas PIB
yang telah diajukan sebelumnya dari
petugas bea dan cukai yang berupa
Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai
Pabean (SPTNP), di dalam SPTNP
tersebut berisi penetapan tarif dan/nilai
pabean yang mengakibatkan kekura-
ngan pembayaran bea masuk, PPN dan
PPh 22 impor, dan/atau sanki adminis-
trasi sesuai dengan kode HS yang
ditetapkan oleh petugas bea dan cukai.
Berikut tabel perincian kode HS yang
ditetapkan Importir dan penetapan
kode HS dari bea dan cukai beserta
tarif pajak nya:
Perhitungan Bea Masuk, PPN, PPh 22 Dalam Rangka Impor sebagai berikut:
Harga Barang (Cost) = US$ 9,560
Asuransi (Insurance) = US$ 49.88
Biaya Angkut (Freight) = US$ 415.48
Kurs = Rp13.800,00
CIF = US$ 10,025.36
Hasil perhitungan pajak menurut Importir dan bea dan cukai berdasarkan masing-masing
kode HS sebagai berikut:
1) Kode HS 3006.30.30.00 (menurut Importir)
NDPBM = Kurs x CIF
= Rp13.800,00 x US$ 10.025,36
= Rp138.349.968,00
Jenis Pungutan Impor
Bea Masuk = Tarif x NDPBM
= 0% x Rp138.349.968,00
= Rp0
Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)
PPN = Tarif x Nilai Impor
= 10% x Rp138.349.968,00
= Rp13.835.000,00
PPh = Tarif x Nilai Impor
= 2,5% x Rp138.349.968,00
= Rp3.459.000,00
Total Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang tertuang
dalam PIB
= BM + PPN + PPh
= Rp0 + Rp13.835.000,00+ Rp3.459.000,00
= Rp17.294.000,00
2) Kode HS 3822.00.90.00 (berdasarkan penetapan bea dan cukai)
NDPBM = Kurs x CIF
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= Rp13.800,00 x 10.025,36
= Rp138.349.968,00
Jenis Pungutan Impor
Bea masuk = Tarif x NDPBM
= 5% x Rp138.349.968,00
= Rp6.918.000,00
Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)
PPN = Tarif x Nilai Impor
= 10% x (Rp138.349.968,00+ Rp6.917.500,00)
= Rp14.527.000,00
PPh 22 = Tarif x Nilai Impor
=2,5% x (Rp138.349.968,00+Rp6.917.500,00)
= Rp3.632.000,00
Total yang harus dibayarImportir
= BM + PPN + PPh
= Rp6.918.000,00 + Rp14.527.000,00+ Rp3.632.000,00
= Rp25.077.000,00
Dari perhitungan di atas,Importir/PPJK harus melunasi selisih kekurangan pembayaran Bea
Masuk, PPN dan PPh 22 dalam rangka impor sebesar Rp7.783.000,00
b. PT Altus
PT Altus yang telah dikukuhkan Pe-
ngusaha Kena Pajak telah menyerahkan
kuasanya kepada PT Tabitha Express un-
tuk melaksanakan Penghitungan, Pelapo-
ran, Penyetoran Pemberitahuan Impor
Pajak (PIB) atas kegiatan impornya de-
ngan jenis usaha container customize.
Pada tanggal 19 September 2014 saat
pelaksanaan importasi, PIB milik PT
Altus mendapatkan respon Jalur kuning
sehingga PT Tabitha Express harus mem-
persiapkan kelengkapan dokumen untuk
diteliti lebih lanjut sebelum diterbitkannya
SPPB.Setelah dilakukan penelitian ter-
dapat perbedaan satuan mata uang dimana
di dokumen PIB satuan mata uang yang
tertulis adalah American dollar (USD)
sedangkan di dokumen packinglist me-
nyebutkan satuan mata uang atas barang
tersebut adalah Poundsterling (GBP), hal
ini menyebabkan perbedaan nilai pabean
dan menyebabkan kekurangan bayar atas
pembayaran bea masuk, PPN dan PPh 22
impor, PT Tabitha Express pun men-
dapatkan notul (nota pembetulan) atas
PIB yang telah diajukan berupa Surat
Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean
(SPTNP).
Perhitungan Bea Masuk, PPN, PPh 22 Dalam Rangka Impor PT Altus tanggal 19 September
2014 sebagai berikut:
Harga Barang (Cost) = GBP 143,874.64
Asuransi (Insurance) = GBP 43.16
Biaya Angkut (Freight) = GBP 106,305.79
Kurs = Rp19.147.03
CIF = GBP 250,223.59
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Berikut selisih perhitungan Bea masuk, PPN, PPh 22 Dalam Rangka Impor PT Altus tanggal 19
September 2014 atas masing-masing mata uang tersebut:
1) American dollar (USD) dengan Kurs sebesar Rp11.750,00
NDPBM = Kurs x CIF
= Rp11.750,00 x US$250,223.59
= Rp2.940.127,182,00
Jenis Pungutan Impor
Bea Masuk = Tarif x NDPBM
= 5% x Rp2.940.127,182,00
= Rp147.007.000,00
Nilai Impor = NDPBM + Bea Masuk
= Rp2.940.127,182,00 + Rp147.007.000,00
= Rp3.087.134.182,00
Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)
PPN = Tarif x Nilai Impor
= 10% x Rp3.087.134.182,00
= Rp308.714.000,00
PPh 22 = Tarif x Nilai Impor
= 2,5% x Rp3.087.134.182,00
= Rp77.179.000,00
Total Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang tertuang
dalam PIB
= BM + PPN + PPh
= Rp147.007.000,00 + Rp308.714.000,00+ Rp77.179.000,00
= Rp532.900.000,00
2) Poundsterling (GBP) dengan Kurs sebesar Rp19.147.03
NDPBM = Kurs x CIF
= Rp19.147.03 x GBP 250,223.59
= Rp4.791.038,584,00
Jenis Pungutan Impor
Bea Masuk = Tarif x NDPBM
= 5% x Rp4.791.038,584,00
= Rp239.552.000,00
Nilai Impor = NDPBM + Bea Masuk
= Rp4.791.038,584,00+ Rp239.551.929,00
= Rp5.030.590.513,00
Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)
PPN = Tarif x Nilai Impor
= 10% x Rp5.030.590.513,00
= Rp503.059.000,00
PPh 22 = Tarif x Nilai Impor
= 2,5% x Rp5.030.590.513,00
= Rp125.765.000,00
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Total Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang tertuang
dalam PIB
= BM + PPN + PPh
= Rp239.552.000,00+ Rp503.059.000,00+ Rp125.765.000,00
= Rp868.376.000,00
Dari perhitungan di atas,PT Altus harus melunasi selisih kekurangan pembayaran Bea
Masuk, PPN dan PPh 22 dalam rangka impor sebesar Rp335.476.000,00 beserta denda atas
kesalahan tersebut Rp370.182.000,00
c. PTDaikin
Pada tanggal 22 Desember 2014 saat pe-
laksanaan importasi kompresor PT Daikin
mendapatkan notul (nota pembetulan)
dalam bentuk SPTNP atas PIB yang telah
diajukan karena setelah dilakukan peme-
riksaan oleh petugas Bea dan Cukai nilai
barang yang dilaporkan ke dalam PIB
tidak sesuai, dalam pemeriksaan dan
penelitian ini petugas Bea dan Cukai
menemukan Nilai/harga barang di invoice
lebih murah dari range harga pada data-
base pabean untuk jenis item yang sama.
Dalam kasus PT Daikin nilai barang yang
dilaporkan CNY63,720.06 setelah dilaku-
kan pemeriksaan oleh petugas Bea dan
Cukai nilai barang atas kompresor ter-
sebut sebesar CNY67,307.81.
Perhitungan Bea Masuk, PPN, Pph 22 Dalam Rangka Impor PT Daikin tanggal 22 Desember
2014 atas masing-masing nilai barang.
1) Harga barang CNY63,720.06 (yang dilaporkan PT Daikin)
Harga Barang (Cost) = CNY 63,720.06
Asuransi (Insurance) = 0
Biaya Angkut (Freight) = CNY 2784.26
Kurs = Rp2,007.84
CIF = CNY 66,504.32
NDPBM = Kurs x CIF
= Rp2007.84 x CNY 66,504.32
= Rp133.530.033,87
Jenis Pungutan Impor
Bea Masuk = Tarif x Nilai Pabean
= 0% x Rp133.530.033,87
= 0
Nilai Impor = NDPBM + Bea Masuk
= Rp133.530.033,87 + 0
= Rp133.530.033,87
Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)
PPN = Tarif x Nilai Impor
= 10% x Rp133.530.033,87
= Rp13.354.000,00
PPh 22 = Tarif x Nilai Impor
= 2,5% x Rp133.530.033,87
= Rp3.339.000,00
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Total Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang tertuang
dalam PIB
= BM + PPN + PPh 22
= 0 + Rp13.354.000,00+ Rp3.339.000,00
= Rp16.693.000,00
2) Harga barang CNY 67,307.81 (setelah pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai)
Harga Barang (Cost) = CNY67,307.81
Asuransi (Insurance) = 0
Biaya Angkut (Freight) = CNY 2784.26
Kurs = Rp2,007.84
CIF = CNY70092.07
NDPBM = Kurs x CIF
= Rp2007.84 x CNY70092.07
= Rp140.733.661,83
Jenis Pungutan Impor
Bea Masuk = Tarif x NDPBM
= 0% x Rp140.733.661,83
= 0
Nilai Impor = NDPBM + Bea Masuk
= Rp140.733.661,83 + 0
= Rp140.733.661,83
Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)
PPN = Tarif x Nilai Impor
= 10% x Rp140.733.661,83
= Rp14.074.000,00
PPh 22 = Tarif x Nilai Impor
= 2,5% x Rp140.733.661,83
= Rp3.519.000,00
Total Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang tertuang
dalam PIB
= BM + PPN + PPh 22
= 0 +Rp14.074.000,00+ Rp3.519.000,00
= Rp17.592.000,00
Dari perhitungan di atas, Bea Masuk untuk jenis barang kompresor adalah 0 %, jadi PT
Daikin hanya memenuhi kewajibannya untuk membayar PPN dan PPh 22 impor,PT Daikin
harus melunasi selisih kekurangan pembayaran PPN dan PPh 22 impor sebesar
Rp900.000,00 beserta denda atas kesalahan tersebut Rp5000.000,00
d. PT Ifars
Pada tanggal 07 Januari 2016 saat pelak-
sanaan importasidari Cina PT Ifars meng-
gunakan fasilitas (Form E) atas pengi-
riman ini, seperti yang dijelaskan dalam
teori sebelumnya bahwa barang impor
yang dikenakan tarif bea masuk yang
berbeda berdasarkan perjanjian atau
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kesepakatan internasional yang dilakukan
oleh pemerintah Republik Indonesia de-
ngan pemerintah negara lain atau bebera-
pa negara lain. Bea masuk berdasarkan
Model E untuk barang-barang tertentu
yang berasal dari Cina (53/PMK.011/
2007). Apabila dokumen-dokumen ter-
sebut tidak disertakan dalam bersamaan
dengan pengajuan PIB (Pemberitahuan
Impor Barang), petugas pabean di pela-
buhan bongkar akan menerapkan tarif
umum.
PPJK sudah melaksanakan kewajiban
administrasi dengan melaporkan PIB atas
importasi barang ini, namun saat proses
custom clearance di pelabuhan bongkar
Tanjung Priok dokumen fasilitas atas tarif
yang berbeda yaitu model E yang
digunakan untuk importasi barang ini
digugurkan atau tidak bisa digunakan
karena setelah petugas bea dan cukai
melakukan pemeriksaan dokumen, Model
E tidak memenuhi syarat karena ke-
terangan atau alasan diterbitkannya Model
E tersebut tidak diberi tanda silang (X),
seharusnya Issued Retroactively diberi
tanda silang (X) sebagai alasan Model E
dibuat karena peraturan perundang-
undangan atau sebagai dasar yang
menjadi tumpuan pemberlakukan suatu
aturan perjanjian internasional antara
Indonesia dan Cina, karena Model E dari
PT Ifars dianggap gugur maka PT Ifars
harus membayar bea masuk, PPN dan PPh
22 impor.
Berikut Analisis Perhitungan Bea Masuk, PPN, PPh 22 impor PT Ifars tanggal 07 Januari 2016
jika fasilitas model E dapat digunakan dan tidak dapat digunakan (digugurkan).
1) Fasilitas model E dapat digunakan
Nilai CIF = US$ 295,550
Kurs = Rp13.926,00
NDPBM = Kurs x CIF
= Rp13.926,00 x US$ 295.550
= Rp4.115.829.300,00
Jenis Pungutan Impor
Bea Masuk = Tarif x NDPBM
= 0% x Rp4.115.829.300,00
= 0
Nilai Impor = NDPBM + Bea Masuk
= Rp4.115.829.300,00 + 0
= Rp4.115.829.300,00
Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)
PPN = Tarif x Nilai Impor
= 10% x Rp4.775.086.140,00
= Rp477.509.000,00
PPh 22 = Tarif x Nilai Impor
= 2,5% x Rp4.775.086.140,00
= Rp119.378.000,00
Total Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang tertuang
dalam PIB
= BM + PPN + PPh 22
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= 0 +Rp477.509.000,00 +Rp119.378.000,00
= Rp596.887.000,00
2) Fasilitas model E tidak dapat digunakan
Nilai CIF = US$ 295,550
Kurs = Rp13.926,00
NDPBM = Kurs x CIF
= Rp13.926,00 x US$ 295.550
= Rp4.115.829.300,00
Jenis Pungutan Impor
Bea Masuk = Tarif x NDPBM
= 5% x Rp4.115.829.300,00
= Rp205.000.465,00)
Nilai Impor = NDPBM + Bea Masuk
= Rp4.775.086.140,00 + Rp205.791.465,00
= Rp4.980.880.000,00
Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)
PPN = Tarif x Nilai Impor
= 10% x Rp4.980.880.000,00
= Rp498.088.000,00
PPh = Tarif x Nilai Impor
= 2,5% xRp4.980.880.000,00
= Rp124,521,940.13
Total Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang tertuang
dalam PIB
= BM + PPN + PPh 22
= Rp205.792.000,00 +Rp498.088.000,00+Rp124.522.000,00
= Rp828.402.000,00
Dari perhitungan di atas, PT Ifars harus melunasi selisih kekurangan pembayaran Bea
Masuk, PPN dan PPh 22 dalam rangka impor karena fasilitas pembebasan bea masuk yang
menggunakan model E digugurkan sebesar Rp231.515.000,00
3.2. Analisis Perhitungan Bea Masuk, PPN,
PPh 22 Dalam Rangka Impor melalui
PPJK
a. Bea Masuk
PT Tabitha Express ini telah menjalan-
kan perhitungan Pemberitahuan Impor
barang sesuai dengan Undang-undang
Kepabeanan.
Dalam kasus pertama PT Inodia terjadi
kesalahan penetapan kode HS yang
tidak sesuai dengan klasifikasi barang,
sehingga berpengaruh pada ke-
kurangan pembayaran bea masuk
sebesar Rp6.918.000,00.
Kasus kedua PT Altus adalah ke-
salahan pemilihan mata uang di dalam
modul PIB, sehinggaterjadi kekura-
ngan pembayaran bea masuk Rp
92.545.000,00 serta pajak dalam
rangka impor lainnya.
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Kasus PT Daikin adalah kesalahan
penetapan nilai barang di invoice,
sehingga berimbas pada perbedaan
nilai PPN dan PPh 22 impor.
Kasus PT Ifars adalah kesalahan
Importir dalam membuat Model E,
sehingga berimbas pada pemungutan
bea masuk sebesar Rp205.792.000,00.
b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Dalam perhitungan PPN, PT Tabitha
Express telah memperhitungkannya
dengan benar, telah sesuai dengan
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang
sebenarnya.
c. Pajak Penghasilan Pasal 22 impor
PT Tabitha Express telah mengikuti
dan taat pada peraturan Undang-
undang Kepabeanan dalam melakukan
penghitungan PIB. Perhitungan PPh 22
impor dari studi kasus customer PT
Tabitha terkena tarif Impor 2,5%, di-
karenakan ke empat Importir tersebut
memiliki Angka Pengenal Impor
(API). Bedasarkan peraturan Kemen-
trian Perdagangan Nomor 27/M-
DAG/PER/5/2012 tanggal 1 Mei 2012
sebagaimana telah diubah dengan
Nomor 59/M-DAG/PER/9/2012 tang-
gal 21 september 2012 tentang keten-
tuan Angka Pengenal Impor (API).
Peraturan ini sudah memenuhi tarif
yang berlaku.
KESIMPULAN DAN SARAN
4.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, pembaha-
san dan interpretasi, dengan mengacu pada
beberapa teori, peraturan Undang-undang
yang berlaku, peneliti dapat menyimpulkan
bahwa PT Tabitha Express telah melakukan
perhitungan dan penyetoran bea masuk, PPN
dan PPh 22 dalam rangka impor dengan baik,
detail kesimpulan adalah;
1. PT Inodia selaku Importir salah mene-
tapkan kode HS,kode HS yang diinfor-
masikan Importir3006.30.30.00, setelah
dilakukan pemeriksaan dokumen dan
fisik barang oleh petugas Bea dan Cukai
kode HS yang sesuai dengan barang
tersebut yaitu 3822.00.90.00, tarif Bea
Masuk untuk kedua kode HS tersebut
berbeda 0% tarif Bea Masuk untuk kode
HS 3006.30.30.00 (Importir) dan 5%
tarif Bea Masuk untuk kode HS
3822.00.90.00 (Petugas Bea dan Cukai)
hal ini menyebabkan kekurang bayaran
Bea Masuk, PPN dan PPh 22 Impor
seharusnya total Bea Masuk, PPN dan
PPh 22 Impor Rp25.077.000,00 namun
yang dilaporkan sebelum pemeriksaan
sebesar Rp17.294.000,00 total kekura-
ngan pembayaran Bea Masuk, PPN dan
PPh 22 dalam rangka impor sebesar
Rp7.783.000,00 dan kekurangan pemba-
yaran ini sudah dilunasi.
2. PT Altus mendapatkan respon Jalur
kuning sehingga PT Tabitha Express
harus mempersiapkan kelengkapan do-
kumen untuk diteliti lebih lanjut sebe-
lum diterbitkannya SPPB. PT Tabitha
Express pun mendapatkan notul (nota
pembetulan) atas PIB yang telah di-
ajukan berupa Surat Penetapan Tarif
dan/atau Nilai Pabean (SPTNP), Bea
Masuk, PPN dan PPh 22 Impor
seharusnya Rp 868.376.000,00 dengan
kurs GBP, namun yang dilaporkan
sebesar Rp532.900.000,00menggunakan
kurs USD sehingga total kekurangan
pembayaran Bea Masuk, PPN dan PPh
22 dalam rangka impor sebesar Rp
335.476.000,00 dan kekurangan pem-
bayaran ini sudah dilunasi.
3. PT Daikin mendapatkan notul (nota
pembetulan), dalam pemeriksaan dan
penelitian ini petugas Bea dan Cukai
menemukan Nilai / harga barang di
invoice lebih murah dari range harga
pada database pabean untuk jenis barang
yang sama. Nilai barang yang
seharusnya CNY67,307.81 dengan total
Bea Masuk, PPN dan PPh 22 Impor Rp
17.592.000,00 namun yang dilaporkan
senilai CNY63,720.06 dengan total Bea
Masuk, PPN dan PPh 22 Impor Rp
16.693.000,00 hal ini menyebabkan
kekurangan pembayaran Bea Masuk,
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PPN dan PPh 22 dalam rangka impor
sebesar Rp 900.000,00 dan kekurangan
pembayaran ini sudah dilunasi.
4. PT Ifars menggunakan fasilitas (Model
E), karena ketidak hati-hatian Eksportir
dalam membuat Model E sehingga
Model E digugurkan, jika Model E bisa
digunakan total Bea Masuk, PPN dan
PPh 22 Impor sebesarRp596.887.000,00
karena Model E digugurkan/tidak dapat
digunakan total Bea Masuk, PPN dan
PPh 22 Impor menjadi Rp 828.402.000,
00, hal ini menyebabkan Importir dan
PPJK mengalami kerugian karena harus
menanggung kekurangan pembayaran
Bea Masuk, PPN dan PPh 22 dalam
rangka impor sebesar Rp231.515.000,00
dan kekurangan pembayaran ini sudah
dilunasi.
5.2. SARAN
Adapun sarannya adalah sebagai
berikut:
1. Untuk meminimalisir human error
komunikasi dengan pihak Eksportir,
Importir dan Petugas Bea dan Cukai
perlu ditingkatkan lagi, agar tidak terjadi
kesalalahan kembali karena akan meng-
hambat proses penyelesaian kepabeanan
barang yang diimpor dan pengiriman
barang ke Importir dan dalam setiap
pelaksanaan impor, sebaiknya PT
Tabitha Express sering melakukan per-
hitungan pajak yang terutang dan
diperiksa kembali sebelum disetorkan ke
kas negara, karena apabila terjadi kesa-
lahan dalam perhitungan bea masuk,
PPN dan PPh 22 dalam rangka impor
maka akan timbul hambatan dan
kerugian materil serta akan kehilangan
kepercayaan dari customer atau Im-
portir.
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